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ABSTRAK 
 
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah lembaga negara yang diberikan 
kewenangan khusus oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 2011 yang merupakan judicial control dalam kerangka sistem “cheks and balances” 
diantara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan.  
Dengan a danya ke wenangan t ersebut, M ahkamah K onstitusi be rwenang unt uk m enguji 
undang-undang t erhadap U ndang-Undang Dasar N egara R epublik Indonesia T ahun 1945 
yang menjadi dasar pijak bagi Mahkamah Konstitusi dalam merubah frasa pada ayat ataupun 
menyatakan t idak m emiliki ke kuatan hukum  m engikat s uatu pa sal da lam unda ng-undang, 
termasuk didalamnya merubah berbagai ketentuan pemidanaan didalam undang-undang. 
Penelitian di lakukan de ngan m enggunakan m etode pe nelitian hukum  yang mengkaji da n 
menganalisis i su hukum  m engenai ke wenangan M ahkamah K onstitusi membentuk a turan 
baru be rkaitan de ngan p emidanaan da n i mplikasi put usan uj i m ateri M ahkamah K onstitusi 
terhadap ketentuan diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana.   
Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, Pembentukan aturan baru oleh Mahkamah Konstitusi 
berkaitan dengan pemidanaan bukan terletak pa da ke tentuan s anksi di dalam pe midanaan, 
akan tetapi pa da pe rumusan norma yang ad a pa da pe midanaan tersebut. Bahwa ha sil da ri 
perubahan aturan p emidanaan di tetapkan da lam s uatu put usan yang memiliki ke kuatan 
hukum tetap (Final in Binding) dan mengikat bagi semua orang bukan hanya bagi pemohon 
(Erga O mnes). Selain itu terkait de ngan impl ikasi put usan Mahkamah Konstitusi di dalam 
ketentuan diversi, maka dapat disimpulkan bahwa, dengan adanya penghapusan pemidanaan 
dalam Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2012 bagi pejabat khusus dalam penyelenggaraan 
Sistem P eradilan P idana A nak yaitu H akim, p ejabat pe ngadilan, pe nyidik, da n pe nuntut 
umum m enjadi t idak da pat di pidana a pabila t idak m elaksanakan k etentuan di versi da lam 
setiap pr oses pe radilan pi dana, m aka ha l i ni di takutkan da pat s aja t erjadi a paratur pe negak 
hukum tersebut tidak melaksanakan ketentuan diversi pada praktiknya. 
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